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	Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas minus penjualan, 2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Positif di Indonesia terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas minus penjualan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan syar’i dan yuridis menggunakan metode komparatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan ketentuan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan literatur pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah, pemotongan gaji diperbolehkan apabila disepakati dalam kontrak kerja dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Pemotongan gaji secara sepihak, tidak adil, dan tanpa persetujuan kedua pihak dianggap tidak sah. Dalam Hukum Positif Indonesia, pemotongan gaji diatur dalam peraturan ketenagakerjaan dan hanya diperbolehkan jika tercantum dalam perjanjian tertulis untuk tujuan tertentu. Oleh karena diperlukan kesepakatan yang mengikat agar kebijakan pemotongan upah tidak merugikan pihak manapun lain.
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	ABSTRACT. 

	
	
	The objectives of this study are: (1) to examine the perspective of Islamic Economic Law on employee wage deductions as compensation for sales shortages, and (2) to analyze the perspective of Indonesian Positive Law regarding employee wage deductions as compensation for sales shortages. This study is a library-based research employing a sharia and juridical approach with a comparative method to identify similarities and differences in legal provisions. The data used are secondary data obtained from documents and relevant literature. The findings indicate that under Islamic Economic Law, wage deductions are permissible provided they are agreed upon in the employment contract and do not conflict with principles of Islamic justice. Wage deductions imposed unilaterally, unfairly, and without the consent of both parties are considered invalid. In Indonesian Positive Law, wage deductions are regulated by labor laws and are only allowed if explicitly stated in a written agreement for specific purposes. Therefore, a binding agreement is required to ensure that wage deduction policies do not harm any party.
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PENDAHULUAN
	Manusia sebagai makhluk sosial memiliki akal dan kemampuan berpikir, sehingga interaksi sosial termasuk dalam bidang ekonomi menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Salah satu cara bertahan hidup adalah dengan bekerja, yaitu aktivitas menghasilkan barang, jasa, atau nilai ekonomi, yang biasanya mendapatimbalan berupa upah atau gaji. Bekerja juga mendukung kesejahteraan masyarakat dan interaksi sosial. Namun, masalah ketenagakerjaan sering muncul, seperti ketidakadilan dalam pengupahan yang menurunkan semangat dan produktivitas pekerja. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama, termasuk muamalah atau kegiatan ekonomi, yang mencakup perjanjian kerja (ijarah amal) dengan hak dan kewajiban jelas bagi pekerja dan pemberi kerja.
	Dalam hukum positif Indonesia, hak pekerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjamin upah adil dan legal. Praktik pemotongan gaji karyawan untuk menutup kerugian perusahaan sering ditemukan, tetapi jika dilakukan secara sepihak atau kolektif tanpa evaluasi individu, hal ini melanggar prinsip keadilan dalam Islam dan hukum ketenagakerjaan. Upah harus sesuai kesepakatan awal, tidak berlebihan maupun kurang. Fenomena ini mendorong penelitian mengenai pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas minus penjualan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia untuk menilai kesesuaian praktik dengan prinsip etika, syariat, dan hukum yang berlaku.
	Pada prakteknya, sistem pengupahan yang disebut al-ijarah harus memenuhi ketentuan akad al-ijarah. Akan tetapi, apabila salah satu pihak menolak kesepakatan tersebut, hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi satu pihak sekaligus memberikan keuntungan bagi pihak lainnya. Hal tersebut tentunya tidak di benarkan Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam Qs. An-Nisa/4:29 :
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
	Dalam ayat tersebut, Allah swt. mengharamkan umatnya mengonsumsi harta secara batil, kecuali dalam keadaan mendesak dan atas dasar kesepakatan. Hal ini terkait dengan sistem pengupahan karyawan, yang harus mengikuti aturan dan persetujuan bersama. Besaran upah harus sepadan dengan pekerjaan yang diselesaikan, tidak kurang atau berlebihan. Namun, praktik yang ditemukan menunjukkan beberapa perusahaan memotong gaji karyawan untuk menutup kerugian, seperti turunnya penjualan, kehilangan aset, atau kelalaian sebagian pekerja. Pemotongan sering dilakukan secara menyeluruh tanpa evaluasi individu, sehingga tidak adil. Menurut perspektif Islam, pengupahan harus berlandaskan keadilan dan kepatutan, dengan upah diberikan secara utuh sesuai kesepakatan awal dan tidak dikurangi sepihak tanpa dasar sah menurut syariat maupun hukum. Praktik pemotongan kolektif tanpa evaluasi jelas melanggar prinsip keadilan dan persetujuan kerja. Fenomena ini mendorong penelitian mengenai “Pemotongan Upah Karyawan sebagai Ganti Rugi atas Minus Penjualan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia.”
METODE PENELITIAN 
Metodologi penelitian merupakan aspek fundamental dalam sebuah studi, karena mencakup proses pengumpulan serta analisis data guna memperoleh temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang fokus pada penggalian, penyusunan, dan pengumpulan data terkait konsep dan teori melalui studi literatur, buku, dan sumber terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah metode komparatif, yakni pendekatan untuk membandingkan beberapa variabel, kelompok, atau kondisi guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. 
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Tujuannya adalah menemukan perbedaan signifikan dan memperoleh wawasan komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.
2. Pendekatan Sosiologis
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: syar’i dan yuridis. Pendekatan syar’i dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasi sumber hukum Islam seperti al-Qur’an dan Hadis, sedangkan pendekatan yuridis fokus pada analisis pustaka atau data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Secara umum, pendekatan yuridis adalah metode ilmiah untuk memperoleh kebenaran berdasarkan logika normatif dalam ilmu hukum.
3. Metode Pengumpulan Data
Agar informasi penelitian akurat dan dapat diandalkan, metode pengumpulan data sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan data dari buku, literatur, catatan, dan sumber lain yang relevan. Sumber utama adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau literatur yang sudah tersedia. Selain itu, penulis juga memanfaatkan al-Qur’an, Hadis, dan karya tulis terdahulu terkait topik. Semua data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.
4. Metode Analisis Data
		Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif secara deduktif untuk mengolah data secara tepat. Metode ini melibatkan beragam data, penerapan beberapa teori, berbagai teknik analisis, serta keterlibatan lebih dari satu peneliti. Teori digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengukur data, dan merumuskan hipotesis, sehingga menjadi acuan dalam memahami permasalahan yang diteliti.
		Data penelitian yang bersumber dari data sekunder dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif terkait isu pemotongan upah karyawan akibat kekurangan penjualan. Analisis dilakukan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif di Indonesia, dengan penyajian yang jelas dan sistematis guna merumuskan solusi atas permasalahan yang dibahas. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian
a. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi
1) Al-Qur’an
Bermuamalah salah satu aspek penting yaitu adalah upah-mengupah, hal ini merujuk pada pemberian upah kepada pekerja sebagai kompensasi atas tugas yang telah dilaksanakan sesuai perintah dari pemberi kerja, di mana besarnya imbalan tersebut telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Q.S Al-Maidah/5:1
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
Ayat tersebut mengacu pada perintah untuk menepati janji atau kewajiban yang telah dibuat. Dalam konteks pengupahan, ayat ini menegaskan bahwa pembayaran upah kepada pekerja harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syari’ah pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas minus penjualan ataupun kerugian atas hilangnya barang maupun rusaknya barang memerlukan pertimbangan.
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3) Hadist Nabi Muhammad Saw.
a) HR. Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim
[footnoteRef:1]5 أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ [1: ] 

Artinya:
	Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah, shahih). 
	
Hadis tersebut menegaskan pentingnya membayar upah kepada pekerja segera setelah mereka menyelesaikan pekerjaan. Ungkapan "sebelum keringatnya kering" melambangkan kecepatan dan ketepatan dalam pemberian upah, yang menunjukkan betapa Islam sangat mengutamakan keadilan dalam hubungan kerja serta perlindungan hak-hak para pekerja.
b) HR. Bukhari
Rosulullah Saw. Bersabda
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَلَ رَسُلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلُ الْغَنِيَّ ظُلْمُ 
Artinya:
	Dari Abu Hurairah r.a berkata: “Penundaan orang kaya dalam membayar hutang mereka adalah sebuah kedzoliman
4)  Pandangan Ulama
	Dalam hukum Islam, pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas kerugian penjualan atau kehilangan barang memiliki ketentuan yang berbeda menurut empat mazhab fikih.
a) Mazhab Hanafi
Menurut mazhab Hanafi, pekerja (ajir) tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jika terjadi tanpa kelalaian atau kesalahannya. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pekerja, maka ia wajib mengganti rugi sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam akad ijarah.
b) Mazhab Maliki
Menurut mazhab Maliki, jika seorang pekerja meninggalkan kerusakan pada barang selama melaksanakan tugasnya misalnya dalam binatu, memasak, atau pekerjaan angkut maka kerusakan tersebut, baik yang disengaja maupun tidak, menjadi tanggung jawab pekerja dan ia wajib memberikan kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki menerapkan aturan yang lebih ketat terkait tanggung jawab pekerja.
c) Mazhab Syafi’i
Menurut mazhab Syafi’i, pekerja tetap berhak atas upah apabila kerusakan atau kehilangan terjadi saat bekerja di tempat atau di bawah pengawasan penyewa. Namun, jika barang berada dalam penguasaan langsung pekerja dan mengalami kerusakan atau hilang, maka hak upah gugur dan pekerja wajib mengganti kerugian. Pandangan ini menegaskan pentingnya akad dan kondisi kerja.
d) Mazhab Hanbali
		Menurut pandangan mazhab Hanbali, pekerja diwajibkan mengganti kerugian apabila kerusakan atau kehilangan barang yang dikerjakannya disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila kerusakan atau kehilangan tersebut terjadi tanpa adanya kesalahan atau kelalaian dari pekerja, maka tanggung jawab atas kerugian itu tidak berada pada pekerja. Ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam mazhab ini sangat tergantung pada adanya kelalaian. 
	Setelah mempertimbangkan berbagai pendapat tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi hanya dibenarkan dalam hukum Islam jika:
1. Terdapat bukti yang jelas bahwa karyawan melakukan kelalaian atau kesalahan.
2. Pemotongan tersebut telah disepakati dalam akad kerja yang sah dan adil.
3.  Proses pemotongan dilakukan dengan transparan dan melalui musyawarah.
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Ulama masa kini (kontemporer) menegaskan bahwa pemotongan upah pekerja untuk mengganti barang yang hilang tidak dibenarkan secara syariat, terutama bila tidak ada perjanjian yang jelas sebelumnya antara pekerja dan pihak perusahaan.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 ayat 1 tentang ganti rugi (ta’widh) yang menjelaskan bahwa:
“Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.”
	Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban kompensasi hanya berlaku bagi pihak yang melanggar akad, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Ganti rugi tidak dapat dibebankan apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang menimbulkan kerugian langsung. Pelanggaran sengaja menunjukkan adanya niat, sedangkan kelalaian terjadi akibat kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan, bahwa tanggung jawab hanya dikenakan atas kesalahan nyata, sehingga menjadi dasar penilaian sah atau tidaknya penerapan ganti rugi secara hukum dan etika dalam suatu perjanjian.
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 ayat 2 bahwa :
“Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.”

	Ta’widh atau kompensasi hanya dapat diterapkan apabila kerugian yang terjadi bersifat nyata dan dapat dihitung secara pasti, seperti kehilangan uang, biaya tambahan, atau hilangnya peluang keuntungan akibat kelalaian pihak lain. Kerugian yang bersifat dugaan atau tidak jelas tidak dapat dijadikan dasar kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan bukti dan nilai kerugian yang terukur agar kompensasi tetap adil dan proporsional.
	Pemotongan upah diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah apabila: 1.Terjadi kerugian nyata akibat kelalaian pekerja, sehingga diperlukan penggantian kerugian. 2. Pemotongan telah disepakati secara adil dalam kontrak kerja sesuai prinsip kejelasan akad. 3. Sanksi yang diberikan bersifat proporsional dan tidak berlebihan.
	Pemotongan upah tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah apabila: 1.Tidak terdapat bukti kerugian atau kesalahan nyata dari karyawan. 2. Pengurangan upah menyebabkan gaji berada di bawah batas minimum atau standar hidup layak. 3. Tidak ada kesepakatan dalam kontrak kerja yang mengatur pemotongan upah. 4. Pemotongan dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang sehingga menyalahi prinsip keadilan.

b. Pemotongan Upah Karyawan dalam Hukum Positif di Indonesia
1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK)
	Dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: “Yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
	Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan hasil kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, yang memuat aturan tentang hak, kewajiban, serta syarat-syarat kerja bagi kedua belah pihak. Agar perjanjian ini dianggap sah dan berkeadilan, proses penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.
Ketentuan terkait dampak hukum dari perjanjian kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian kerja hanya sah apabila dibuat berdasarkan:
a. Terdapat persetujuan bersama antara pihak pekerja dan pemberi kerja
b. Kedua belah pihak memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum
c. Tersedianya jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam perjanjian
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku.
2)   1320 KUH Perdata Tentang Perjanjian
	Merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut, yaitu sebagai berikut:
a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian
b. Para pihak memiliki kemampuan hukum untuk membuat suatu perikatan;
c. Terdapat objek atau hal tertentu yang menjadi isi perjanjian,
d. Tujuan dari perikatan harus didasarkan pada sebab yang sah dan tidak melanggar hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum.
	Sebuah perjanjian dianggap sah, harus terpenuhi dua syarat utama, yakni subjektif dan objektif. Jika syarat s ubjektif pada poin a dan b tidak dipenuhi, perjanjian bisa dibatalkan. Sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif pada poin c dan d menyebabkan perjanjian langsung dinyatakan batal demi hukum.
3) Peraturan pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
		Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 20 menyebutkan bahwa setiap pembayaran upah wajib dilakukan secara penuh. Meskipun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan sebagian upah pekerja tidak dibayarkan secara utuh atau mengalami pemotongan. Namun, pemotongan tersebut harus berdasarkan kesepakatan tertulis dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 50% dari gaji pekerja.
4) Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 terkait Pengupahan, pengusaha diperbolehkan melakukan pemotongan upah untuk keperluan pembayaran: Denda, kompensasi atas kerugian, uang muka dari upah, biaya sewa tempat tinggal dan/atau barang milik perusahaan yang disewakan oleh

2. Pembahasan Penelitian
a. Perbandingan
	Analisis berikut membahas kesamaan dan perbedaan pandangan antara Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Positif di Indonesia terkait praktik pemotongan gaji karyawan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian dari penjualan yang mengalami defisit:
1) Persamaan
	Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, terdapat kesamaan pandangan bahwa:
a) Berdasarkan kesepakatan yang sah secara hukum
	Baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, pemotongan gaji karyawan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan sah dari kedua pihak yang terlibat. Dalam hukum Islam, prinsip ini tercermin dalam akad ijarah, yaitu perjanjian sewa jasa antara pekerja dan pemberi kerja. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ketentuan tersebut diatur melalui Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur validitas perjanjian kerja.
b) Larangan Pemotongan Upah Sepihak
	Kedua sistem hukum sama-sama melarang pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Pemotongan hanya dapat diberlakukan apabila pekerja terbukti secara jelas melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sebelumnya.
c) Prinsip Keadilan dalam Pemotongan Upah
	Hukum Islam menjunjung tinggi asas keadilan (al-‘adl) dan menolak segala bentuk ketidakadilan dalam hubungan kerja, termasuk pemotongan upah yang tidak proporsional. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga mengatur batas maksimal pemotongan, yaitu tidak boleh melebihi 50% dari total upah, untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan pekerja.
d) Harus Dilandasi oleh Alasan yang Dapat Dibuktikan
	Keduanya sepakat bahwa pemotongan upah harus didasarkan pada alasan yang logis dan dapat dibuktikan secara objektif, seperti kelalaian pekerja, kerugian yang ditimbulkan, atau pelanggaran terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, terdapat kesamaan dalam hal prinsip pemotongan gaji karyawan. Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa pengurangan upah sah jika disetujui bersama oleh kedua belah pihak, dan tidak boleh diberlakukan secara sepihak, dan harus berlandaskan asas keadilan. Selain itu, pemotongan upah harus memiliki alasan yang jelas serta dapat dibuktikan secara nyata. Kesamaan prinsip ini menggambarkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama berusaha melindungi hak-hak tenaga kerja sekaligus menciptakan hubungan kerja yang adil, transparan, dan seimbang.
	2) Perbedaan 
Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, terdapat kesamaan pandangan yaitu:
a) Landasan Hukum
(1)   Dalam Hukum Ekonomi Syariah pemotongan upah menurut syariah didasari prinsip-prinsip ajaran  Islam yang berasal dari al-Qur’an dan Hadis, dan kaidah fiqih. Keabsahan pemotongan hanya berlaku jika sesuai dengan akad kerja yang sah secara syar’i, yaitu menghindari unsur ketidakjelasan (gharar), kezaliman, dan riba.
(2)   Dalam ranah hukum positif, pengurangan gaji diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Pemotongan upah hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan tertulis yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, PP No. 78 Tahun 2015, dan PP No. 36 Tahun 2021.
b) Batasan Jumlah Potongan
(1)   Dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak ada batasan numerik yang ditentukan, namun prinsip keadilan dan tidak merugikan pekerja secara tidak wajar tetap menjadi acuan utama.
(2)  Dalam Hukum Positif secara eksplisit, menurut ketentuan hukum di Indonesia, pemotongan upah maksimal hanya diperbolehkan sampai 50% dari jumlah gaji yang diterima pekerja, untuk melindungi kesejahteraan pekerja.
c) Perjanjian
(1) 	Dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk sahnya perjanjian kerja dalam Islam, harus memenuhi unsur ijab kabul, kejelasan objek perjanjian, serta tidak mengandung elemen yang bertentangan dengan ketentuan syariat.
(2)	Menurut Hukum Positif yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian dianggap valid apabila terpenuhi syarat-syarat berupa kesepakatan bersama, kapasitas hukum para pihak, objek yang jelas, serta tujuan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
d) Fokus Pendekatan hukum
(1) 	Dalam Hukum Ekonomi Syariah, mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi persyaratan berupa adanya kesepakatan bersama, para pihak yang memiliki kapasitas hukum, objek yang spesifik, serta tujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
(2) 	Pada Hukum Positif lebih menekankan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan formal. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan secara legal.
e) Alasan yang membolehkan peotongan upah
(1)	Dalam Hukum ekonomi syariah pemotongan hanya dianggap sah jika pekerja terbukti lalai dan kerugian akibat kelalaiannya sudah jelas. Kesepakatan tentang potongan harus tercantum dalam perjanjian awal.
(2)	Dalam hukum positif pemotongan dapat dilakukan untuk keperluan yang sudah ditentukan, seperti pembayaran denda, kerugian, sewa tempat tinggal, atau cicilan yang disepakati secara tertulis.
	Perbedaan utama antara kedua sistem hukum tersebut berada pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Hukum syariah lebih mengedepankan nilai-nilai moral serta keadilan yang bersifat esensial, sementara hukum nasional lebih fokus pada aturan hukum yang bersifat formal dan tercantum secara tertulis.
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KESIMPULAN
	Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemotongan upah karyawan diperbolehkan selama sesuai dengan perjanjian kerja, dilakukan secara adil, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemotongan upah tidak dibenarkan apabila dilakukan secara sepihak atau tidak sesuai kesepakatan. Menurut hukum positif Indonesia, pemotongan upah hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan batas maksimal 50% dari upah. Baik Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum positif sama-sama mensyaratkan adanya kesepakatan, keadilan, dan alasan yang jelas, namun berbeda dalam dasar hukum dan pendekatan, di mana hukum Islam menekankan nilai moral dan keadilan syariat, sedangkan hukum positif menekankan kepastian hukum tertulis.
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